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Skripsi ini membahas tentang aturan skema bagi hasil pada industri 
minyak dan gas bumi di Indonesia dan mencoba menganalisa terkait bentuk 
aturan skema bagi hasil gross split yang diatur oleh Peraturan Menteri Energi 
Sumber Daya dan Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas 
Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 
tentang kontrak bagi hasil gross split, terhadap daya investasi saham kontraktor 
minyak dan gas bumi. 
Jenis penelitian ini adalah penilitian hukum normatif yaitu penelitian yang 
membahas doktrin-doktrin atau asas-asas hukum. Teknik penulisan ini adalah 
deskriptif, yaitu melakukan pengumpulan data kemudian menyusun, menjelaskan, 
dan menganalisa. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan bahan 
primer berupa Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral, lalu bahan 
hukum sekundur berupa buku-buku dan literatur lainnya. 
Dari hasil penilitian ini dapat diketahui bahwa, peraturan skema gross split 
terbaru memberikan kebebasan kontraktor untuk memilih bentuk skema bagi hasil 
pada industri minyak dan gas bumi, yaitu gross split, cost recovery, dan bentuk 
lainnya. Ini menyebabkan tidak baiknya daya investasi saham kontraktor, karena 
terdapat beberapa faktor penting yang diabaikan pihak pemerintah dalam menetap 
peraturan skema bagi gross split. Kemudian daripada itu terdapat penilaian aturan 
gross split yang prematur karena terlalu sering melakukan perubahan dan 
mengabaikan salah satu tujuan daripada dibentuknya skema bagi hasil gross split 
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A. Latar Belakang 
Praktik kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam rangka 
pembangunan infrastruktur publik ternyata telah menjadi kebutuhan yang 
mendasar di indonesia dalam upaya mempercepat laju pembangunan terutama 
untuk membangun sarana prasarana yang mendukung pelayanan kepada 
masyarakat seperti fasilitas pendidikan, rumah sakit, pasar dan fasilitas umum 
lainnya. Untuk itu terdapat beberapa peraturan hukum dan menjadi payung hukum 
terhdap perjanjian kerjasama tersebut, antara lain Keppres Nomor 7 Tahun 1998 
tentang kerjasama pemerintah dan bahan usaha swasta dalam pembangunan dan 
pengelolaan infrastruktur, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang 
kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga, kesemuanya itu merupakan 
pelaksanaan dari Undang-undang nomor  32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 sebagai pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 
tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur 
yang disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 sebagai 
pelaksanaan berbagai undang-undang yang lainnya.
1
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 Jurnal, Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur 
Publik, diakses pada tanggal 25 Desember 2019 Pukul 21.20 Mimbar Hukum, Vol. 25, 2013, 




Perjanjian diatur dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata 
(KUH Perdata), yaitu “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
2
 Selain perjanjian, dapat 
dikenal pula istilah kontrak. Istilah kontrak berasal dari bahasa inggris, contract. 
Mariam Darus Badrulzaman menerangkan kontrak adalah sebuat Perbuatan 
hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi di 
antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana 
pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.
3
 
Baik perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu 
perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak kedalam suatu  hubungan 
hukum perikatan. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis. 
Karena jarang sekali orang menjalankan bisnis mereka asal-asalan, maka kontrak-
kontrak bisnis biasanya dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga disebut 
sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis.  
Setiap negara berhak memilih salah satu sistem atau model perjanjian 
kerjasama dengan pihak swasta maupun asing dalam bidang apapun yang sesuai 
dengan kepentingan nasionalnya. Model kontrak apa saja yang dipilih pada 
dasarnya tidak masalah sepanjang prinsip-prinsip dasar kontrak dan hak-hak dasar 
negara terpenuhi, dan kontrak itu bisa menumbuhkan perekonomian serta sumber 
devisa atau pemasukan negara. Sebagai salah satu contoh yaitu bidang industri 
minyak dan gas bumi yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di 
                                                             
2
 Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
3
 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia, 
(Bandung: Alumni 2001) h.3. 
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banyak negara. Industri minyak dan gas bumi adalah industri yang berbisnis untuk 
mengangkat cadangan minyak dan gas bumi (hidrokarbon) yang ada di bawah 
bumi menuju ke permukaan. Sifat industri minyak dan gas bumi adalah sebuah 
industri yang mahal (membutuhkan biaya besar), global, dan penuh dengan 
resiko. Sebab industri minyak dan gas bumi  memerlukan peralatan dan teknologi 
yang canggih agar dapat memastikan adanya hidrokarbon di bawah bumi. Industri 
minyak dan gas bumi atau perminyakan bukanlah hal yang baru, bisnis minyak 
dan gas bumi  sudah berkembang sejak awal era 1900an di era rockafaller dengan 
standar oilnya. Minyak dan gas bumi di angkat kepermukaan memiliki tingkat 
atau tekanan yang sangat tingi dan mudah terbakar, itu sebabnya industri ini 
memiliki operasi dengan resiko yang sangat besar. Hal ini juga menyebabkan 
biaya pengangkatannya (lifting cost) sangat mahal.
4
 
Di Indonesia, industri minyak dan gas bumi (selanjutnya disebut minyak 
dan gas bumi) merupakan salah satu komoditas utama Indonesia yang paling 
besar menyumbang devisa bagi Negara. Oleh karena sumber daya minyak dan gas 
bumi adalah sumber daya mineral yang terkandung dalam bumi Indonesia, dan 
juga menguasai hajat hidup orang banyak, Konstitusi tidak menghendaki adanya 
kepemilikan individu atas sumber daya alam tersebut, oleh karena itu pengelolaan 
dan pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah. Kegiatan pengelolaan industri 
minyak dan gas bumi secara umum melakukan lima tahapan kegiatan, yaitu 
eksplorasi, produksi, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Lima kegiatan 
pokok ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan 
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 https://www.safetyshoe.com/tag/industri-minyak-dan-gas-bumi/, tanggal 07 Februari 2020. 
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kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu meliputi eksplorasi dan produksi, 
sedangkan untuk kegiatan usaha hilir meliputi kegiatan pengolahan, transportasi, 
dan pemasaran.
5
 Dalam kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi, Eksplorasi 
yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran 
eksplorasi, adalah tahap awal dari seluruh kegiatan usaha hulu minyak dan gas 
bumi. Kegiatan ini bertujuan mencari cadangan baru. Jika ditemukan cadangan 
yang ekonomis untuk dikembangkan, kegiatan eksplorasi akan dilanjutkan dengan 
kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah mengangkat minyak dan gas bumi ke 
permukaan bumi. 
Dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, Indonesia 
mengembangkan pola kontrak bagi hasil. Kontrak bagi hasil adalah suatu bentuk 
kontrak kerjasama dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan 
prinsip pembagian hasil produksi. Kontrak bagi hasil di Indonesia melalui 
peraturan menteri dibagi menjadi kontrak bagi hasil cost recovery sliding scale 
dan kontrak bagi hasil gross split sliding scale. Kontrak bagi hasil cost recovery 
sliding scale adalah suatu bentuk kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu 
yang bagi hasilnya progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun dengan 
mekanisme pengembalian biaya operasi.
6
 Sedangkan kontrak bagi hasil gross split 
sliding scale atau disebut gross split adalah suatu kontrak bagi hasil dalam 
kegiatan usaha hulu minyak dan  gas bumi berdasarkan prinsip pembagian gross 
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 Affina Niken Al-Islami, Legalitas Kontrak Kerjasama Minyak dan gas bumi Pada Organisasi 
Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas bumi 
(Analisis Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral nomor 9 tahun 2013), Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, 
h.3. 
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 Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2015 Tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional 
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produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.
7
  Kontrak bagi hasil gross 
split yang diperkenalkan Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Kontrak Bagi Hasil Gross split adalah perubahan mendasar pertama yang 
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia setelah selama puluhan tahun menggunakan 
mekanisme kontrak bagi hasil konvensional yang menggunakan mekanisme cost 
recovery. 
Namun dalam perjalanannya yang belum genap satu tahun, Peraturan 
Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split mengalami perubahan sehingga di 
terbitkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Republik 
Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  
Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 
Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split guna menyesuaikan kondisi yang ada. 
Kemudian mengalami perubahan kembali dengan menerbitkan Peraturan Menteri 
Energi Sumber  Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri  Energi Sumber Daya dan 
Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil 
Gross Split, dan terakhir pada tahun 2020 menerbitkan Peraturan Menteri Energi 
Sumber  Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri  Energi Sumber Daya dan Mineral 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross 
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 Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang 
Kontrak Bagi Hasil Gross split. 
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split. Berbeda dengan maksud dan tujuan dari diterapkannya skema bagi hasil 
gross split yaitu memperbaiki iklim investasi dan menyederhanakan system 
birokrasi pada industri hulu minyak dan gas bumi. Skema bagi hasil gross split 
sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan pada iklim investasi. Melalui 
Peraturan Menteri Energi Sumber  Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 
12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri  Energi 
Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang 
Kontrak Bagi Hasil Gross Split memberikan kemudahan bagi investor guna 
melakukan perbaikan iklim investasi, namun dalam peraturan menteri tersebut 
mengabaikan salah tujuan daripada skema bagi hasil gross split tersebut, yaitu  
menyederhanakan system birokrasi dengan memberikan kebebasan pada 
kontraktor yang bekerja sama dengan investor dapat memilih bentuk skema bagi 
hasil selain skema bagi hasil gross split. 
Oleh karena itu, dengan skema gross split biaya operasi sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab Kontraktor. Kontraktor akan terdorong untuk lebih 
efisien karena biaya operasi merupakan tanggung jawab Kontraktor. Semakin 
efisien kontraktor maka keuntungannya semakin baik.
8
  Pemerintah tidak perlu 
lagi mengawasi anggaran pengembalian biaya (cost recovery) dan pemilihan 
teknologi yang digunakan, pengawasan hanya untuk besaran produksi minyak dan 
gas bumi.
9
 Menyikapi persoalan tersebut maka penulis tertarik membahas hal ini 
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 https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9109/gross-split-lebih-baik-untuk-mewujudkan-
energi-berkeadilan-di-indonesia/0/artikel_gpr, 01 Januari 2020. 
9
 https://katadata.co.id/telaah/2016/12/19/hitung-hitungan-skema-baru-kontrak-minyak dan gas 




dengan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS 
SKEMA BAGI HASIL GROSS SPLIT TERHADAP DAYA INVESTASI 
SAHAM KONTRAKTOR PADA INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI”.         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 
dipersoalkan maka penulis membatasi pembahasan ini hanya pada pembahasan 
mengenai skema bagi hasil gross split terhadap daya investasi pada sektor hulu 
minyak dan gas bumi  yaitu wilayah kerja eksplorasi dan eploitasi. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang  telah  dipaparkan  dirumuskan  beberapa 
permasalahan yakni sebagai berikut: 
1. Bagaimana tinjauan yuridis skema bagi hasil gross split terhadap daya 
investasi saham kontraktor pada industri hulu minyak dan gas bumi 
berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 12 
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi 
Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil 
Gross split? 
2. Apa kendala skema bagi hasil gross split terhadap daya investasi pada 





D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis skema bagi hasil gross split terhadap 
daya investasi saham kontraktor pada industri hulu minyak dan gas bumi 
berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 
12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi 
Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi 
Hasil Gross split. 
b. Untuk mengetahui kendala skema bagi hasil gross split terhadap daya 
investasi pada industri minyak dan gas bumi. 
 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
a. Menambah wawasan pembaca atau akademisi serta dapat di jadikan 
referensi bagi yang membahas tentang usaha pertambangan minyak dan 
gas bumi. 
b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran secara yuridis kepada praktisi 
hukum yaitu kepada penegak hukum, lembaga peradilan, pihak 
perusahaan minyak dan gas bumi , konsultan hukum serta pihak lain 
mengenai pertambangan di Indonesia sehingga kedepannya 
pertambangan minyak dan gas bumi  semakin mensejahterakan rakyat. 
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c. Membantu pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam melaksanakan 
kontrak bagi hasil. 
d. Dapat bermanfaat terhadap investor swasta maupun asing yang ingin 
melakukan kerjasama dalam perindustrian minyak dan gas bumi. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Dalam tinjauan kepustakaan mengemukakan beberapa ketentuan dan 
batasan yang menjadi sorotan dalam mengadakan studi kepustakaan. Adapun 
Tinjauan Kepustakaan tentang proposal ini, adalah sebagai berikut:  
1. Minyak dan gas bumi 
Secara khusus pertambangan Minyak dan Bumi diatur dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001. Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2001 Tentang Minyak dan gas bumi mendefinisikan minyak bumi adalah 
hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 
temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin 
mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses 
penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon 
lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak 
berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
10
 
Minyak dan gas bumi dapat terletak di mana saja di lapisan bawah tanah, 
akan tetapi umumnya ditemukan di kedalaman ribuan kaki di bawah 
permukaan tanah. Dengan  teknologi  yang  ada  sekarang,  tanpa  melakukan  
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pengeboran  eksplorasi, geologis tidak  mungkin  dapat  mengidentifikasi  
dengan  tingkat  ketepatan  yang cukup tinggi apakah ada atau tidak kandungan 





2. Kontrak Bagi Hasil  
Kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) merupakan salah satu 
contoh kontrak yang  tidak  dikenal  oleh  KUH  Perdata  atau  dikatakan  
sebagai  kontrak innominaat.  Kontrak  innominaat  ini  lahir  dan  berkembang  
dalam  masyarakat karena  kedudukannya  itu,  kontrak  innominaat  ini  
bersifat  khusus  dibandingkan dengan  kontrak-kontrak  yang  ada  dan  diatur  
oleh  KUH  Perdata.  Khusus  dalam arti  kontrak  innominaat  ini  mengacu  
pada  peraturan  perundang-undangan  yang mengaturnya.
12
 
Ide Production Sharing Contract tercetus dari Ibnu Sutowo, setelah 
menjadi Presiden Direktur PERMINA (Cikal bakal Pertamina) dan Menteri 
Minyak dan gas bumi tahun 1965. Dua pihak yakni pemerintah dan perusahaan 
minyak bisa berbagi hasil produksi minyak dan gas bumi , bukan bagi hasil 
penjualan minyak dan gas bumi  seperti kontrak karya. Pemerintah selaku tuan 
rumah juga mempunyai kewenangan manajemen. Skema PSC sudah 
mengalami beberapa perubahan. Yang saat ini dipakai merupakan generasi 
ketiga sejak 1988. Dalam skema ini, negara mendapatkan bagi hasil sebesar 85 
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persen, sisanya kontraktor. Sedangkan untuk kontrak gas, sebanyak 70 persen 
bagi negara. 
Namun, skema cost recovery ini kerap menimbulkan perdebatan. 
Penggantian biaya kepada kontraktor sering dipersoalkan dalam audit Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dituding berpotensi merugikan negara. Dalam 
menentukan besaran cost recovery, juga kerap terjadi saling curiga antara 
kontraktor dan pemerintah yang diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas bumi  (SKK Minyak dan gas bumi ). 
“Siapa yang berkompeten menentukan nilai sebuah teknologi dan besaran cost 
recovery,” kata seorang pejabat di Kementerian Energi. 
Untuk itu, pemerintah merancang skema kontrak baru yakni gross split.  
Skema ini tidak lagi menyertakan komponen cost recovery. Alhasil, Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan menanggung seluruh biaya operasi hulu 





3. Perusahaan Pertambangan  
Kegiatan  bisnis  minyak  dan  gas  bumi  (minyak dan gas bumi )  telah  
menjadi  bagian perjalanan bangsa Indonesia. Secara umum, kegiatan minyak 
dan gas bumi  di Indonesia terbagi menjadi  dua,  yakni  kegiatan  hulu  minyak 
dan gas bumi   (upstream)  dan  kegiatan  hilir  minyak dan gas bumi  
(downstream). Inti dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi  adalah 
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mencari (eksplorasi) dan mengangkat minyak dan gas bumi  dari dalam perut 
bumi (eksploitasi). Sedangkan kegiatan usaha hilir  minyak dan gas bumi   
meliputi  pengolahan  minyak dan gas bumi   serta  mendistribusikan  dan 
memperdagangkan hasil olahan minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hulu 
adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha 
eksplorasi dan eksploitasi.
14
 Eksplorasi  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  
memperoleh  informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan 
memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang 
ditentukan.
15
 Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 
menghasilkan Minyak  dan  Gas  Bumi  dari  Wilayah  Kerja  yang  ditentukan,  
yang  terdiri  atas pengeboran  dan  penyelesaian  sumur,  pembangunan  sarana  
pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian 
Minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
16
 
Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu 
pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau 
Niaga.
17
 Kegiatan eksplorasi memerlukan suatu kajian yang panjang dan 
kompleks, karena cadangan  minyak dan gas bumi   tidak  dapat  dilihat  secara  
kasatmata,  dan  berada  jauh  di bawah  permukaan  tanah. Cadangan  minyak 
dan gas bumi   atau  hidrokarbon  di  Indonesia umumnya berada di cekungan 
belakang busur, yakni cekungan sedimen  yang  terletak  di  belakang  busur  
vulkanik. Minyak dan gas bumi   juga  terdapat  di cekungan tepi benua. 
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F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian dan sifat penelitan 
  Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu 
penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas hukum.
18
 Sedangkan 
sifat penelitan ini adalah deskriptif, karena penelitian ini dilakukan dengan 
melakukan penelitian kepustakaan (library research). 
 
2. Sumber data  
Sumber data penelitan ini adalah :  
1) Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Menteri Energi Sumber Daya 
dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross 
split dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 12 
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi 
Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi 
Hasil Gross split. 
2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli yang dikutip dari buku-
buku, jurnal, makalah, dan berbagai literatur yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder dalam bentuk 
kamus, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, jurnal hukum 
maupun lainnya. 
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3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
1) Mengumpulkan buku-buku atau literatur, baik primer, sekunder maupun 
tersier yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian. 
2) Menelaah bahan-bahan tersebut dan kemudian mencatatnya dalam 
lembaran khusus sesuai dengan penelitan. 
3) Mengklasifikasikan catatan tersebut berdasarkan kategori yang mengacu 
pada masalah penelitian. 
 
4. Analisis Data  
Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan teknik analisis isi, yakni 
mempelajari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan 
penulis, data di analisis secara normatif-kualitatif dengan menafsirkan 
pernyataan yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan dimana suatu 
analisis data yang bertitik tolak dari peraturan peraturan hukum positif.  
 
5. Teknik Penulisan 
1) Deduktif, yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal 
yang khusus. 
2) Induktif, yaitu rekayasa dari berbagai macam kasus yang kemudian 
dikembangkan menjadi suatu penalaran yang menggabungkan kasus- 
kasus khusus tersebut dalam suatu pemahaman umum. 




G. Sistematika Penulisan   
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 
menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil 
penelitian yang baik dan  mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah 
sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
  Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM SKEMA GROSS SPLIT 
 Bab ini berisi gambaran-gambaran umum tentang konsep skema 
bagi hasil gross split. 
BAB III LANDASAN TEORI  
 Bab ini berisi tentang Perjanjian, Investasi Saham, Industri Minyak 
dan gas bumi, dan lain-lain.  
BAB IV PEMBAHASAN 
 Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang 
didukung dengan literatur yang telah ada. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 





TINJAUAN UMUM SKEMA BAGI HASIL GROSS SPLIT 
 
A. Pembentukan Skema Bagi Hasil Gross Split 
Pemerintah tahun 1967 mengeluarkan sistem kontrak Production Sharing 
Contract, sistem ini dianggap lebih merepresentasikan Pasal 33 dalam UUD 
Negara Republik Indonesia 1945 daripada sistem konsesi sebelumnya. Hal ini 
dikarenakan, dalam sistem ini negara tetap merupakan penguasa sumber daya 
alam. Sistem Production Sharing Contract (PSC) ini juga diharapkan untuk 
jangka panjangnya dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia yakni 




Sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia telah berkontribusi terhadap 
penerimaan negara yang sangat signifikan. Pada tahun 2005, penerimaan 
pemerintah dari sektor hulu minyak dan gas bumi mencapai 33% dari Anggara 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2015 turun menjadi 20.6% dan 
pada 2016 hanya mencapai 7.7%. Turunnya presentase ini disebabkan oleh 
berbagai faktor, antara lain tinggi rendahnya harga minyak yang dipengaruhi 
dinamika industri minyak dan gas bumi global, dan produksi atau lifting yang 
cenderung turun belakangan ini. Di samping itu naiknya penerimaan dari sektor-
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sektor non-minyak dan gas bumi telah meningkatkan penerimaan APBN yang 
berdampak secara presentase terhadap total APBN. Menurunnya produksi 
dikarenakan alam yang sudah tua dan cadangan yang tidak dapat diperbaharui 
dengan cepat serta peningkatan konsumsi mengakibatkan negara Indonesia 
menjadi net importir di tahun 2004. Ditambah lagi harga minyak yang melonjak 
tinggi menyebabkan pemerintah menyubsidi bahan bakar minyak dalam negeri. 
Produksi minyak hanya menghasilkan 815.000 barel per hari dan gas 1.150 
barel setara minyak per hari. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan konsumsi 
minyak Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari. Ditambah lagi dengan 
harga minyak dunia yang sedang turun, mengakibatkan aktifitas sektor hulu 
menjadi lesu dibanding dengan negara tetangga. Menurut Global Opportunity 
Index Ranking yang diterbitkan Milken Institute, daya tarik investasi di Indonesia 
menduduki peringkat 79. Ada empat indikator yang digunakan, yakni 
fundamental ekonomi; kemudahan melakukan bisnis; kualitas regulasi; dan 
peraturan perundang-undangan. Dari empat indikator tersebut, kemudahan 
melakukan bisnis adalah indikator terburuk bagi Indonesia. Jika dibandingkan 
antara PSC di Malaysia dan Indonesia, Indonesia dalam pembagian keuntungan 
besarannya hanya menerima lebih sedikit daripada Malaysia. Di Malaysia 
keuntungannya hanya dibagi 50% untuk pemerintah dan 50% untuk Kontraktor. 
Berbeda dengan Indonesia yang terbebani dengan adanya cost recovery. 




Pada tahun 2016 misalnya, target dalam Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara-Perubahan (APBN-P) untuk cost recovery adalah USD 8 miliar. Namun 
realisasi cost recovery membengkak sampai USD 10,4 miliar.
20
 Tentu 
permasalahan ini menjadikan perhatian serius oleh pemerintah dikarenakan 
kegiatan eksplorasi hanya sedikit. Jika kegiatan eksplorasi sedikit maka jumlah 
cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia juga sedikit, pada tahun 2014 
investasi kegiatan eksplorasi di wlayah kerja eksploitasi maupun eksplorasi terus 
menurun. Tahun 2014 total biaya eksplorasi mencapai Rp 31,01 triliun, namun 
pada tahun 2016 turun menjadi 13 triliun.
21
 
Ini berarti dalam sektor minyak bumi negara Indonesia telah mengalami 
masalah pada ketahanan energi. Dalam masalah ketahanan energi terjadi karena 
jumlah lifting minyak bumi terus turun yang disebabkan karena meningkatnya 
gangguan fasilitas operasi dan penyaluran; penurunan kinerja reservoir dari 
lapangan-lapangan produksi yang ada; belum ditemukannya cadangan baru yang 
cukup besar; timbulnya permasalahan teknis pengadaan peralatan produksi; 
realisasi produksi sumur pengembangan yang tidak sesuai target yang ditetapkan; 
dan kendala untuk merealisasikan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi 
seperti proses perizinan dan pengadaan tanah yang memerlukan proses yang 
panjang. 
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Masalah lain yang dihadapi dalam sektor hulu minyak dan gas bumi adalah 
tata kelola minyak dan gas bumi. SKK Minyak dan gas bumi sebagai yang 
menjalankan fungsi manajemen kegiatan hulu minyak dan gas bumi memiliki 
kelemahan. Misalnya pada tahun 2014, terdapat pembebanan biaya-biaya yang 
tidak semestinya ke dalam cost recovery Kewajiban Kontraktor kepada 
pemerintah atas overlifting tahun 2013 belum dilunasi, dan penjualan kondensat 
belum dibayar pembeli. Akibatnya, terjadi kekurangan penerimaan senilai Rp 6,19 
triliun. Selain itu, penunjukan penjual minyak mentah dan/atau kondensat bagian 
negara melalui pelelangan terbatas selama 2009-2013 kepada perusahaan 
berbadan hukum asing serta berkedudukan di luar wilayah Indonesia tidak 
didukung kontrak atau Seller Appointment and Suply Agreement (SASA) dan 
tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, diantaranya terdapat 
pemenang lelang wilayah kerja yang tidak memenuhi persyaratan finansial, dan 
adanya Kontraktor yang terkendala dalam memenuhi kewajiban dan 
komitmannya, terutama kontraktor dalam tahap Ekspolrasi. Hasil temuan BPK 
atas cost recovery beberapa Kontraktor untuk tahun buku 2004 dan 2005 
mencerminkan masih perlunya peningkatan kontrol pada implementasi cost 
recovery. Nilai seluruh temuan pemeriksaan BPK itu lebih dari Rp 14,20 Trilyun. 
Jumlah ini merupakan nilai koreksi pengurangan cost recovery yang 
direkomendasikan oleh BPK untuk perhitungan bagi hasil sesuai Production 
Sharing Contract pada lima kontrak kerja sama tersebut. 
Semua Permasalahan ini menjadikan negara Indonesia mulai bergerak untuk 
mencari solusi semua masalah tersebut. Pada awal tahun 2017 Pemerintah 
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mengumumkan adanya sistem bagi hasil yang baru yakni Sistem Kontrak Bagi 
Hasil Gross split. Sistem bagi hasil ini dikeluarkan melalui Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem Bagi Hasil 
gross split. Sistem ini meniadakan cost recovery dari perjanjian dan semua biaya 
operasi akan ditanggung oleh kontraktor sendiri. Setelah kebijakan ini 
dikeluarkan, tentu banyak pro dan kontra tentang penerapan Gross split oleh 
Pemerintah. Banyak penilaian bahwa gross split akan menurunkan daya tarik 
investasi minyak dan gas bumi di Indonesia dan ada juga yang berpendapat bahwa 
Gross split dapat menarik investor dan dapat menyelematkan keuangan negara. 
Berdasarkan uraian diatas maka dengan artikel ini diharapkan dapat memberikan 
gambara tentang perbedaan antara cost recovery dengan gross split dan 
mengetahui dampak perubahan kontrak bagi hasil cost recovery ke kontrak bagi 
hasil gross split terhadap investasi minyak dan gas bumi di Indonesia. 
 
B. Pengaturan Skema Bagi Hasil Gross Split 
 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 
yang mengatur kontrak bagi hasil gross split membawa skema baru dalam 
investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi di Tanah Air. Melalui aturan itu 
blok yang berakhir masa kontraknya dan tidak diperpanjang akan menggunakan 
kontrak bagi hasil gross split. Sedangkan untuk wilayah kerja yang habis 
kontraknya dan diperpanjang maka pemerintah dapat menetapkan bentuk kontrak 
kerja sama semua atau bentuk gross split. 
22 
 
 Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan 
tersebut juga memuat tentang tiga komponen penentu besaran bagi hasil minyak 
dan gas bumi antara negara dan kontraktor. Skema ini berbeda dengan bentuk 
kerja sama sebelumnya yang menggunakan sistem cost recovery atau penggantian 
biaya operasional oleh negara. Dalam kebijakan baru tersebut, modal dan risiko 
seluruhnya ditanggung oleh kontraktor. 
 Penghitungan bagi hasil gross split memuat tiga indikator yakni komponen 
dasar, variabel, dan progresif. Komponen awal digunakan sebagai acuan dasar 
penetapan bagi hasil pada saat persetujuan rencana pengembangan lapangan. 
Sementara komponen variabel dan progresif untuk menambah dan mengurangi 
komponen dasar. Besaran komponen variabel dan progresif bervariasi dari 0 
hingga 16 persen. 
 
Skema Kontrak Minyak dan gas bumi 




Perbandingan Skema Kontrak Minyak dan gas bumi antara PSC dan Gross split 
Gambar 1 : Sumber Kementerian ESDM Republik Indonesia 
 
 Sejak terbit Januari 2017, Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017 
kerap menuai respons yang kurang memuaskan dari pelaku industri. Untuk itu 
Kementerian ESDM mengubah aturan tersebut dengan melibatkan para pelaku 
industri minyak dan gas bumi, salah satunya adalah Indonesian Petroleum 
Association (IPA).  Dalam pertimbangan untuk meningkatkan investasi di bidang 
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi perlu mengatur kembali ketentuan-
ketentuan pokok yang diberlakukan dalam kontrak bagi hasil gross split 
sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 08 Tahun 2017 tentang kontrak 
bagi hasil gross split. Pemerintah pun telah mengeluarkan regulasi yang mengatur 
penerapan skema tersebut, yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan 
Mineral (Permen ESDM) Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Energi Sumber  Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 
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C. Kedudukan  Skema  Bagi  Hasil   Gross   Split   dalam   Sistem   
Perindustrian Minyak dan Gas Bumi di Indonesia 
 Secara hierarki regulasi kedudukan Peraturan Menteri Energi Sumber 
Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 ini baik pra maupun pasca perubahan 
tidak lebih tinggi dari Peraturan Menteri di sektor lain. Akibatnya ketentuan 
dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral ini tidak dapat 
digunakan untuk mengikat atau memaksa sektor yang lain untuk melaksanakan 
ketentuan yang ada di dalamnya. Sehingga keberadaan Peraturan Menteri Energi 
Sumber Daya dan Mineral ini pada dasarnya belum dapat menjadi solusi 
permasalahan jika kegiatan hulu minyak dan gas bumi mengalami permasalahan 






A. Teori Perjanjian 
1.  Pengertian Perjanjian 
Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para 
ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa 
dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih 
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
23
 Hubungan antara kedua orang 
yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa 
hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah 
suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 
diucapkan atau ditulis. Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut 
dengan istilah perjanjian. 
Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu 
dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan 
perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang  mengikat satu atau 
lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama 
lain. Sementara itu, menurut pendapat lain, “Suatu perjanjian adalah suatu 
hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan 
kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus 
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mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.
24
 Dari pengertian 
diatas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang 
melaksanakan perjanjian. Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & 




Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga dapat 
ditemukan dalam peraturan hukum. Dalam KUH Perdata Indonesia 
mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan 
mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. 
Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah 
perjanjian yang atau persetujuan (contract or agreement) yang memiliki 
maksud sama dengan perngertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana 
seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
26
 
Meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis menggunakan 
istilah perjanjian yang memiliki pengertian yang sama. Jika diperhatikan 
dengan seksama rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian 
mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.
27
 
2. Syarat Sahnya Perjanjian 
Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang 
terdapat di dalam KUH Perdata. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat 
sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu 
perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu; 
a.  Kesepakatan antara kedua belah pihak 
Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus para 
pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang 
dimaksud dengan kesepakatan adalah persesusian pernyataan kehendak 
antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah 
pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat / diketahui orang 
lain. Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, 
yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis.  
Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan 
kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, 
dikala timbul sengketa dikemudian hari.
28
 Dengan dilakukannya kata 
sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai 
kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat tekanan atau 
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paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak 
tersebut. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan 
menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian 
haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk 
melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-
undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan 
hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah 
berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. 
c. Sesuatu hal tertentu, yang dalam hal ini untuk menerima tenaga kerja dan 
mempekerjakan tenaga kerja 
Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek 
perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang 
telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi 
ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif.  
d.  Sebab halal 
Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian orzaak     
(causa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUH Perdata disebutkan causa 
yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan 
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undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang 
dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang. 
Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena 
menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat 
ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek 
perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dipenuhi, maka 
perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat 
mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang 
disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka 
perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi 
maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa semula perjanjian itu 
dianggap tidak ada. 
Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua 
syarat tersebut mengenai subjek perjanjia. Sedangkan syarat yang kedua 
terakhir dinamakan syarat objektif karena karena mengenai objek perjanjian. 
3. Macam-Macam Perjanjian 
Menurut Daris (2001), terdapat beberapa jenis perjanjian yaitu sebagai berikut 
1. Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang menimbulkan 
kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli. 
2. Perjanjian Cuma-Cuma, adalah perjanjian yang memberikan 
keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.  
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3. Perjanjian Atas Beban, adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak 
yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua 
prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.  
4. Perjanjian Bernama (Benoemd), adalah perjanjian yang mempunyai 
nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama 
oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak 
terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan 
Bab XVIII KUH Perdata.  
5. Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd Overeenkomst), adalah 
perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi 
terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, 
perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah 
berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.  
6. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat 
mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada 
pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).  
7. Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian dengan mana seseorang 
menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang 
membebankan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut 
kepada pihak lain.  
8. Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian dimana di antara kedua belah 
pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. 
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9. Perjanjian Riil, di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya 
berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan 
perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.  
10. Perjanjian Liberatoir, adalah perjanjian dimana para pihak 
membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian 
pembebasan hutang. 
11. Perjanjian Pembuktian, adalah perjanjian dimana para pihak 
menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.  
12. Perjanjian Untung-untungan, adalah perjanjian yang objeknya 
ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi. 
13. Perjanjian Publik, adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya 
dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak 
adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya 
perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan. 
14. Perjanjian Campuran, adalah perjanjian yang mengandung berbagai 
unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar 




Dalam makna perjanjian atau kontrak tidak memiliki perbedaan, hal ini 
dapat disimak dari judul Buku II Burgerlijk Wetboek tentang perikatan yang 
menggunakan istilah overeeenskommst dan contract untuk pengertian yang 
sama. Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian yang dalam bahasa 
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aslinya (Belanda), “Van verbintenissen die uit contract of overeenskommst 
geboren worden’. Oleh sebab itu konsep perjanjian atau kontrak adalah konsep 
yang bermakna sama. Dalam makna yang sama maka perjanjian kerjasama 
antara pemerintah dengan pihak swasta dalam  penelitian  ini adalah  perjanjian  
yang  memenuhi  unsur-unsur Pasal  1320  BW  dan  terbatas  pada  perjanjian  
antara  pemerintah  daerah  dengan  pihak  swasta  sebagaimana  dimaksud  
dalam  Pasal  192  huruf  c Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah,  yaitu  suatu  perjanjian  kerjasama  yang  terbatas  pada  
penyediaan  pelayanan publik
30
. 
4. Penyusunan, Struktur, Dan Anatomi Perjanjian 
Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai 
undang undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak 
yang dibuat oleh para pihak mengikat mereka selayaknya mentaati suatu 
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk membuat kontrak 




Adapun dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak ada beberapa hal yang 
minimal harus dicantumkan dalam kontrak tersebut: 
1. Adanya para pihak (disebutkan kedudukan masing-masing); 
2. Obyek perjanjian (hal apa yang yang menjadi dasar kerja sama); 
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3. Hak dan kewajiban para pihak; 
4. Jangka waktu perjanjian atau kapan perjanjian dikatakan berakhir; 
5. Ketentuan tentang ingkar janji dan akibatnya; 
6. Ketentuan tentang keadaan memaksa atau hal-hal diluar dugaan 
(overmacht); 
7. Ketentuan penyelesaian perselisihan, 
8. Tandatangan para pihak. 
Adapun mengenai anatomi suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para 
pihak secara strukturnya adalah sebagai berikut:
32
 
1. Judul kontrak, dimana dalam suatu kontrak judul harus dibuat dengan 
singkat, padat, jelas dan sebaiknya memberikan gambaran yang 
ditangkan dalam perjanjian tersebut. Contohnya Perjanjian Jual-Beli, 
Perjanjian Sewa menyewa 
2. Awal kontrak, dalam awal kontrak dibuat secara ringkas 
3. Para pihak yang membuat kontrak, di bagian ini disebutkan para pihak 
yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Penyebutan para 
pihak mencakup nama, pekerjaan, usia, jabatan, alamat, serta bertindak 
untuk siapa. 
4. Premis (Recital) merupakan penjelasan mengenai latar belakang 
dibuatnya suatu perjanjian. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas 
tentang latar belakang terjadinya kesepakatan. 
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5. Isi kontrak, dalam isi perjanjian biasa diwakili dalam pasal-pasal dan 
dalam setiap pasal diberi judul. Isi suatu perjanjian biasanya meliputi 3 
unsur yaitu essensalia, naturalia, accidentalia dan ketiga unsur tersebut 
harus ada pada setiap perjanjian. Unsur lain yang terpenting yang harus 
ada adalah penyebutan tentang upaya-upaya penyelesaian apabila 
terjadi perselisihan atau sengketa. 
6. Akhir kontrak (penutup), pada bagian akhir perjanjian berisi pngesahan 
kedua belah pihak dan saksi-saksi sebagai alat bukti dan tujuan dari 
perjanjian. 
B. Teori Investasi Saham 
1. Pengertian Investasi dan Saham 
a. Pengertian Investasi 
Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 
lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 
keuntungan dimasa datang.
33
 Istilah investasi bisa berkaitan dengan 
berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, 
emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau 
obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan. 
Menurur Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan 
konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efesien selam 
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 Sedangkan menurut pendapat lain, kegiatan 
investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan 
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan 
pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. 
Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, 
yakni: 
(1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, 
sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, 
pendapatan nasional serta kesempatan kerja; 
(2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah 
kapasitas produksi;  
(3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.35 
b. Pengertian Saham 
Saham merupakan bukti dari kepemilikan atas suatu perusahaan yang 
berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pemilik saham suatu perusahaan, 
disebut sebagai pemegang saham, merupakan pemilik perusahaan. 
Tanggung jawab pemilik perusahaan yang berbentuk PT terbatas pada 
modal yang disetorkan. Saham di Indonesia yang diterbitkan oleh 
perusahaan dan di jual di pasar modal, mempunyai nilai nominal Rp 1.000 
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atau Rp 500 perlembarnya.
36
  Saham berdasarkan kepemilikannya dapat 
dibagi menjadi dua yaitu : 
1) Saham atas nama 
Nama pemilik saham tertera di atas saham tersebut. Apabila saham ini 
hilang, maka pemiliknya dapat meminta penggantian karena namanya 
sudah ada didalam buku perusahaan yang khususnya memuat daftar 
nama pemegang saham tersebut. 
2) Saham atas unjuk 
Yaitu kepemilikan saham tidak tertera diatas saham, tetapi pemilik 
saham adalah yang memegang saham tersebut. Seluruh hak-hak 
pemegang saham akan diberikan pada penyimpan saham tersebut. Yang 
artinya siapapu bisa memgang saham ini, karena dapat dianggap 
sebagai pemilik saham tersebut. 
 
3) Hak tagihan (Klaim) 
Di tinjau dari manfaatnya, saham di bagi menjadi dua, yaitu saham 
biasa dan saham preferen. Adapun karakteristik masing-masing jenis 
saham tersebut adalah sebagai berikut : 
a) Saham Biasa 
(1) Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 
(2) Pemegang saham memiliki hak suara. 
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(3) Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila 
perusahaan bangkrut. 
b) Saham Preferen 
(1) Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen. 
(2) Tidak memiliki hak suara 
 
2. Pasar Modal 
Pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga 
lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya 
yaitu menjembatani hubungan antara pemilik modal (investor) dengan 
peminjam dana (Emiten).
37
 Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pasar modal 
adalah fasilitas untuk menjembatani pemilik modal dengan peminjam dana 
dikarenakan tidak semua kegiatan ekonomi mampu memenuhi kebutuhan 
investasinya dari tabungan sendiri. Dalam realita, ada unit-unit kegiatan 
ekonomi yang surplus (yaitu tabungan > investasi) dan ada unit ekonomi defisit 
(yaitu tabungan < investasi). Untuk itu dibutuhkan “conduit” yang bisa 
menyalurkan kelebihan dana dari unit yang surplus ke yang defisit. Sedangkan 
menurut pendapat lain, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument 
keuangan jangka panjang yang dapat di perjual belikan, baik dalam bentuk 
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Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar modal 
adalah tempat dimana bertemunya pemilik modal dengan peminjam dana, atau 
dapat dikatakan tempat bertemunya supply dan demand terhadap dana jangka 
panjang. Sedangkan tempat bertemunya penawaran perminta dana jangka 
pendek adalah pasar uang. 
3. Untung Rugi Investasi Saham 
Dalam dunia investasi, terdapat dua keuntungan yang akan didapatkan jika 
terjun ke investasi saham, yaitu: 
a) Dividen 
Deviden merupakan pembagian laba yang akan diberikan oleh perusahaan 
kepada para pemegang saham. Dividen berasal dari keuntungan yang 
diperoleh oleh perusahaan. Dividen itu sendiri terbagi dalam dua jenis, 
yaitu tunai dan saham.  
(1) Dividen tunai yang dibagikan, berarti perusahaan akan memberikan 
uang tunai kepada pemegang saham per satu lembar saham yang 
mereka miliki. 
(2) Sedangkan dividen saham artinya perusahaan tersebut memberikan 
dividen berupa saham. Dengan demikian, jumlah saham yang 
dimiliki investor akan bertambah. 
Akan tetapi, ada juga perusahaan yang tidak membagikan dividen kepada 
pemegang saham walaupun mereka memperoleh laba. Umumnya 
perusahaan tersebut ingin melakukan ekspansi atau mengembangkan 
39 
 




b) Capital Gain (kenaikan harga saham) 
Capital gain merupakan keuntungan yang diberikan oleh perusahaan 
kepada pemegang saham dari hasil selisih harga beli dan harga jual saham. 
Jadi, harga jual harus lebih tinggi ketimbang harga beli. Nah, capital gain 
itu umumnya terbentuk karena adanya aktivitas perdagangan di bursa efek.  
Sama halnya dengan keuntungan, investasi saham juga memiliki dua risiko dalam 
pelaksanaannya, yaitu: 
a) Capital loss 
Risiko pertama yang potensi dialami dari investasi saham itu adalah 
kebalikan dari capital gain yaitu capital loss. Ini terjadi ketika harga jual 
lebih rendah dibanding harga beli. 
b) Suspend 
Selain capital loss, suspend merupakan salah satu risiko dari investasi 
saham. Sebagaimana dimaksud adalah saham terkena suspend atau 
diberhentikan perdagangannya oleh oleh bursa efek. Dengan begitu, berarti 
para investor tidak bisa menjual sahamnya hingga suspend-nya dicabut. 
Jangka waktunya pun bervariasi. Namun pada umumnya suspend 
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berlangsung dalam waktu singkat yaitu satu hari perdagangan. Namun, 
kadang ada juga suspend yang berlangsung selama beberapa hari. 
Ada beberapa sebab yang membuat bursa efek memberhentikan 
perdagangan saham perusahaan tersebut. Berikut ini antara lain 
penyebabnya. 
(1) Harga saham turun drastis dalam waktu singkat. 
(2) Perusahaan dipailitkan oleh kreditornya. 
(3) Perusahaan tidak memberikan persyaratan yang diminta oleh otoritas 
bursa. Seperti misalnya tidak memberikan laporan keuangan hingga 
waktu yang ditentukan. 
Bursa efek kemudian akan melakukan analisa apakah suspend perusahaan 
tersebut bisa dicabut atau tidak. 
C. Teori Industri Minyak dan Gas Bumi 
1. Pengertian Industri Minyak dan Gas Bumi 
Dunia industri perminyakan (minyak dan gas bumi) adalah industri yang 
berbisnis untuk mengangkat cadangan minyak dan gas (hidrokarbon) yang ada 
di bawah bumi menuju ke permukaan. Sifat industri minyak dan gas bumi 
adalah sebuah industri yang mahal (membutuhkan biaya besar), global, dan 
penuh dengan resiko. Industri minyak dan gas bumi memerlukan peralatan dan 
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Industri minyak dan gas bumi atau perminyakan sudah berkembang sejak 
awal era 1900an di era rockafaller dengan standar oilnya. Industri minyak 
bumi mencakup pemrosesan global minyak bumi, mulai dari eksplorasi, 
ekstraksi, pengilangan, transportasi (biasanya melalui tanker minyak dan 
transportasi jalur pipa), serta pemasaran produk minyak bumi. Volume produk 
terbesar dari industri ini adalah bahan bakar minyak dan bensin. Minyak bumi 
juga menjadi bahan mentah banyak produk kimia seperti obat, pelarut, pupuk, 
pestisida, dan plastik. Industri ini biasanya dibedakan menjadi 3 komponen 
utama: hulu, menengah, dan hilir. Operasi menengah biasanya dimasukkan 
dalam kategori hilir. Minyak bumi sangat vital bagi banyak industri dan 




Gas bumi sering juga disebut sebagai gas alam atau gas rawa, adalah 
bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana CH4). Ia 
dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas Bumi dan juga tambang batu 
bara. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan 
oleh bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka ia 
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disebut biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa, tempat 




2. Industri minyak dan gas bumi di indonesia 
Industri minyak dan gas bumi merupakan industri yang luas keterkaitannya 
dengan industri lainnya, untuk mempermudah memetakan end to end bisnis 
mulai dari pencarian minyak hingga penjualan minyak dan gas bumi, berikut 
ini klasifikasi aktivitas industri minyak dan gas bumi: 
a) Kegiatan Hulu 
Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi 
mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan 
cadangan minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan, 
sedangkan kegiatan eksploitasi merupakan rangkaian kegiatan yang 
bertujuan untuk memproduksi minyak dan gas bumi yang terdiri atas 
pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, 
penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak 
dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 
b) Kegiatan Hilir 
Kegiatan usaha hilir terdiri atas kegiatan usaha Pengolahan (Refinery), 
Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga.
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 Skema bagi hasil gross split adalah skema baru yang diterapkan industri 
minyak dan gas bumi di Indonesia sejak tahun 2017 menggantikan skema cost 
recovery yang telah berjalan sejak tahun 1967. Skema bagi hasil gross split 
tersebut diatur dalam beberapa peraturan, antara lain: 
1. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.  
2. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 52 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan 
Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.  
3. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 20 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Sumber 
Daya dan Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil 
Gross Split.  
4. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 12 Tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Sumber 
Daya dan Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil 
Gross Split.  
Tujuan diterbitkan skema bagi hasil gross split ini adalah untuk memperbaiki 




gas bumi di Indonesia, namun tujuan tersebut dinilai tidak tercapai sehingga 
mempengaruhi daya investasi saham kontraktor minyak dan gas bumi. Bentuk 
pengaruh daya investasi saham kontraktor tersebut adalah tidak tertariknya 
investor melakukan penanaman saham pada kontraktor minyak dan gas bumi 
adalah: 
1. Faktor Fiskal dan Regulasi 
Faktor fiskal dan regulasi adalah resiko yang berasal dari kebijakan 
dan aturan pemerintah dalam memberikan kelonggaran bagi investor. 
Ini berkaitan dengan resiko bisnis yang akan dihadapi kontraktor 
maupun investor jangka panjang.   
2. Faktor kepentingan lintas sektor 
Faktor kepentingan lintas sektor adalah faktor kepastian hukum 
pendukung pelaksanaan yang mengakomodir berbagai macam 
kebutuhan dan situasi kondisi, seperti sektor lingkungan hidup dan 
pertanahan. 
B. Saran 
Dari hasil penilitian ini, ada beberapa saran atau masukkan tentang investasi 
industri minyak dan gas bumi kepada: 
1. Pemerintah dalam hal ini kementerian energi sumber daya dan mineral 
agar membuat aturan pendukung skema bagi hasil gross split pada 
sektor lainnya. Karena skema bagi hasil gross split adalah produk baru 
yang bertujuan sebagai pengganti skema bagi hasil cost recovery. 
60 
 
Sehingga dirasa perlu mempehatikan sektor pendukung lain guna 
menyesuaikan peraturan tersebut, seperti sektor lingkungan hidup, 
pertanahan, dan lain-lain. 
2. Kontraktor dan Investor minyak dan gas bumi agar dapat mempelajari 
peraturan langsung kepada pihak pemerintah dan dapat memberikan 
masukkan-masukkan kepada pemerintah. Sehingga tercapainya iklim 
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